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Kesiapan Masyarakat Kelurahan Rukun Lima Dan Paupanda Dalam
Mengembangkan Pariwisata Pesisir

Oleh: Domitius Pau

Dosen Jurusan Ilmu Sosiatri STPM Santa Ursula Ende, Nusa Tenggara Timur

Abstract

This study aims to describe the readiness of coastal communities in Rukun Lima and Paupanda V'illages, South
Ende Regency, East Nusa Tenggara in developing coastal tourism. In the context of empowerment, readiness is
related to initiative and awareness as well as the ability of the community to develop natural beaches into potential
tourist destinations. This study wused a qualitative descriptive approach by determining informants using the
purposive sampling method. Data collection using interviews, documents, FGDs and observations. The research
finding is that commmunities in Rukun Lima and Paupanda villages do not yet have the readiness and initiative
to develop beach tourism. This is measured by knowledge of tourism and motivation as well as the ability to
identify the tourism potential of the surrounding beaches. There are other reasons also found in the study, such as
land ownership along the coast and poverty problems. Therefore, pegple in this region need to be empowered,
especially to increase their capacity and ability to develop tourism potential in the region so that it becomes a
potential source of income that can encourage family welfare.
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesiapan masyarakat pesisir di Kelurahan Rukun
Lima dan Paupanda, Kabupaten Ende Selatan, Nusa Tenggara Timur dalam mengembangkan
wisata pesisir. Dalam konteks pemberdayaan, kesiapan berkaitan dengan inisiatif dan kesadaran
serta kemampuan masyarakat dalam mengembangkan pantai alami menjadi destinasi wisata yang
potensial. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan penentuan
informan menggunakan metode purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan wawancara,
dokumen, FGD dan observasi. Temuan penelitian adalah bahwa masyarakat di Kelurahan
Rukun Lima dan Paupanda belum memiliki kesiapan dan inisiatif untuk mengembangkan wisata
pantai. Hal ini diukur dengan pengetahuan tentang pariwisata dan motivasi serta kemampuan
untuk mengidentifikasi potensi wisata dari pantai sekitarnya. Ada alasan lain yang juga
ditemukan dalam penelitian ini, seperti kepemilikan tanah di sepanjang pantai dan masalah
kemiskinan. Oleh karena itu, masyarakat di kawasan ini perlu diberdayakan, terutama untuk
meningkatkan kapasitas dan kemampuan dalam mengembangkan potensi pariwisata di wilayah
itu agar menjadi sumber pendapatan potensial yang mampu mendorong kesejahteraan keluarga.

Kata Kunci: Masyarakat, Pariwisata, Pengembangan, Masyarakat Pesisir,
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PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan industri yang berkembang sangat pesat dan memiliki prospek besar bagi
pertumbuhan kesejahteraan di sejumlah negara saat ini. Menurut Baloch et al. (2023) bahwa Organisasi
Pariwisata Dunia (UNWTO) (UNWTO) 2017; Mikayilov et al. 2019) memproyeksikan pertumbuhan
jumlah wisatawan akan mencapai 1,8 miliar pada tahun 2030. Pertumbuhan wisatawan seperti ini akan
menjadi pendorong terhadap industri pariwisata yang berkelanjutan yang berpotensi terjadinya
penciptaan nilai bersama (John & Supramaniam, 2024). Hal ini sudah dialami beberapa negara
berkembang, di mana industri pariwisata sangat penting dalam mempromosikan pertumbuhan
ckonomi yang berkelanjutan (Balaguer & Jorda, 2002) (Durbarry, 2004) (Singh & Alam, 2024).
Dengan demikian, sektor pariwisata berpotensi menjadi sumber pekerjaan vital bagi masyarakat
Indonesia dan menjadi jalan keluar untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan.

Indonesia memiliki potensi pariwisata terbesar di dunia. Potensi alam dan warisan budaya yang
kaya serta berbagai objek wisata tersebar di seluruh nusantara. Salah satu sektor pariwisata yang paling
menjanjikan adalah wisata bahari. Apalagi Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan
sumber daya laut (Atmadja, 2022). Meskipun dihadapkan pada kendala pendanaan untuk
pembangunan (Umar, 2022), namun sektor pariwisata dapat menjadi penggerak utama bagi
perekonomian Indonesia di masa mendatang. Selain itu, sektor pariwisata juga dapat menjadi solusi
untuk mengurangi eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam melalui pertambangan. Dalam
konteks ini, Indonesia memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin global dalam industri pariwisata
masa depan.

Pengembangan wisata pantai merupakan peluang baru bagi masyarakat di wilayah pesisir yang
selama ini kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Menurut Astuti et al. (2020), Erapartiwi
(2019, dan Guritno (2022) bahwa wisata pantai memberikan dampak positif bagi masyarakat
lokal. Oleh sebab itu, pengembangan wisata pantai berbasis masyarakat lokal akan memberikan banyak
manfaat, terutama dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keindahan
pantai dengan tidak membuang sampah dan limbah di sekitar area pantai.

Pengembangan wisata pantai berbasis masyarakat membutuhkan partisipasi dan dukungan dari
masyarakat lokal sekitar. Hal ini bahkan sangat krusial bagi pengembangan usaha pariwisata yang
berkelanjutan dan berdaya saing yang memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat sekitar (Igbal
et al., 2023; Pramanik & Rahman, 2023; Wismaningtyas et al., 2022). Oleh sebab itu, masyarakat yang
terlibat di dalamnya dituntut untuk memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai tentang
pariwisata, sehingga bisnis pariwisata tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang
terlibat dimaksud.

Kemampuan masyarakat dalam mengelola pariwisata dapat diperoleh melalui upaya
pemberdayaan. Pemberdayaan dimaksud dapat ditempuh melalui pelatihan keterampilan berbahasa
Ingeris, keterampilan kuliner, dan keterampilan dasar lainnya yang relevan dengan bisnis pariwisata.
Pelatthan-pelatihan  seperti ini akan membentuk masyarakat yang memiliki kesiapan untuk
mengembangkan dan mengelola usaha pariwisata secara mandiri dan berkelanjutan. Seperti ditemukan
dalam beberapa penelitian bahwa aspek pengetahuan tentang pariwisata merupakan faktor yang
membangkitkan kesadaran dan inisiatif untuk mengembangkan berbagai peluang dan bisnis pariwisata
(Bumyut et al., 2022; Huzain et al., 2022). Dengan demikian, masyarakat yang terlibat secara langsung
akan mendapat manfaat dari upaya ini yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan.

Namun di sisi lain, perkembangan wisata pesisir di Indonesia umumnya masih dihadapkan
pada masalah rendahnya kesiapan masyarakat pesisir dalam mengelola pantai yang tersedia. Kondisi
seperti ini berimplikasi pada keterlibatan masyarakat dalam kegiatan usaha pariwisata. Masyarakat yang
tidak memiliki kapasitas tersebut akan menjadi subyek yang pasif, sehingga usaha pariwisata di sekitar
tempat tinggalnya sendiri kurang memberikan manfaat terhadap perubahan ekonomi bagi keluarga
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masyarakat sekitar. Hal ini semakin diperparah oleh situasi kemiskinan yang dialami sebagian
masyarakat pesisir sejak lama yang berdampak pada rendahnya kemampuan setiap keluarga untuk
mengakses pendidikan yang lebih tinggi. Namun demikian, kondisi seperti ini dapat diatasi dengan
upaya pemberdayaan secara berkelanjutan yang bersifat belajar sambil bekerja (learning by doing).

Beberapa penelitian sebelumnya juga telah membahas kesiapan masyarakat dalam
pengembang pariwisata, antara lain menyoroti kesiapan stakeholder (A et al., 2016), Kesiapan Pelaku
Pariwisata (Hapsari & Suminar, 2018), Kesiapan dari Aspek Transportasi (Wulandari et al., 2023),
kesiapan dari aspek dukungan Pemerintah dan kohesivitas masyarakat (H&Margono, 2020), Kesiapan
dari aspek pengembangan masyarakat dan kemitraan (S&Suminar, 2022, kesiapan dari aspek kelayakan
fisik, aspek pasar dan pemasaran, aspek organisasi dan manajemen, aspek ekonomi dan aspek eksternal
infrastruktur dan akomodasi (Karimah & Marsono, 2014), dan kesiapan dari aspek potensi (Amalia,
2014). Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ada ruang yang dapat diisi melalui penelitian
ini, yaitu kesiapan dari aspek motivasi, kesadaran, inisiatif dan kapasitas masyarakat lokal dalam
mengembangkan wisata pantai.

Fenomena yang digambarkan di atas juga ditemukan di Desa Rukun Lima dan Paupanda, di
mana masyarakat belum mampu mengelola pantai di kawasan tersebut untuk menjadi tempat wisata.
Mayoritas orang di wilayah ini memiliki pendidikan menengah pertama dan hidup dari pekerjaan
sebagai nelayan tradisional. Sementara para ibu dan remaja umumnya menjadi pengangguran tanpa
pekerjaan. Sementara pantai di kawasan ini sangat strategis dan sangat layak untuk dikembangkan
menjadi tempat wisata, namun hal itu sama sekali belum disadari oleh masyarakat setempat. Salah satu
aspek yang menjadi kendala bagi masyarakat setempat adalah pengetahuan tentang bagaimana
mengoptimalkan potensi wisata pantai di wilayah tersebut menjadi destinasi bernilai tinggi.

Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan penting bagi para pengambil
kebijakan, terutama dalam memberdayakan masyarakat di desa untuk memiliki kesadaran dan inisiatif
untuk mengembangkan wisata pantai. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pra-kondisi
bagi para peneliti atau pihak-pihak tertentu yang ingin melakukan aksi nyata berupa pendampingan
kepada masyarakat di daerah-daerah pesisir yang berpotensi menjadi destinasi pariwisata. Dengan
demikian masyarakat pesisir dan di Desa Rukun Lima dan Paupanda menjadilebih siap menata potensi
yang tersedia itu menjadi produk yang bernilai jual untuk memperbaiki kondisi ekonomi demi
kehidupan rumah tangga yang lebih baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
Informan ditentukan secara purposive, terdiri dari unsur pemerintah desa, RT, masyarakat, dan tokoh
agama. Data dikumpulkan melalui wawancara, FGD, observasi dan dokumentasi. Analisis data
dilakukan secara kualitatif dengan cara menyalin, memilah menurut tema, mensintesis, mencari pola,
menemukan tema penting untuk dipelajari, dan menyimpulkan (Bogdan & Biklen, 2007). Penelitian
ini dilaksanakan di Desa Rukun Lima dan Desa Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende
selama 30 hari dengan pendanaan dari Sekolah Tinggi Pengembangan Masyarakat Santa Ursula.

PEMBAHASAN

Rukun Lima dan Paupanda adalah dua kelurahan yang berbatasan langsung dan terletak di
Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur. Jumlah penduduk di kedua desa
tersebut sebanyak 11.221 jiwa dan 66,6 persen di antaranya bermukim di daerah pesisir. Mayoritas
penduduk di daerah pesisir beragama Muslim dan umumnya memiliki pendidikan menengah pertama
dengan pekerjaan pokok sebagai nelayan gurem.
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Berdasarkan hasil wawancara dan FGD, sebagian besar masyarakat pesisir di Desa Rukun Lima
dan Paupanda merupakan masyarakat nelayan tradisional dengan pendapatan yang relatif rendah.
Kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan yang baik dan berkualitas atau melanjutkan ke
jenjang yang lebih tinggi sangat terbatas. Masyarakat juga memiliki keterbatasan dalam mengakses
berbagai sumber informasi dan pengetahuan, termasuk tentang pariwisata. Pelatthan keterampilan atau
capacity building dalam bentuk apapun yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan,
termasuk terkait wisata pantai sama sekali belum diperoleh dari institusi manapun.

Dari hasil pengamatan ditemukan bahwa masyarakat di sekitar pantai justru membuang
sampah dan limbah ke area pantai. Kondisi pantai menjadi sangat kotor dan pantai menjadi kehilangan
daya tariknya, meski hanya untuk sekadar bermain. Beberapa orang cenderung membuang hajat di
pantai itu saat malam hari. Semua temuan ini menggambarkan bahwa masyarakat di Kecamatan Rukun
Lima dan Paupanda belum siap untuk mengembangkan pantai menjadi tempat wisata, baik dari segi
kapasitas pengetahuan dan keterampilan maupun dari segi inisiatif dan motivasi.

Diskusi

Kesiapan masyarakat merupakan faktor krusial dalam mendukung keberhasilan pengelolaan
sumber daya alam dan pengembangan pariwisata pesisir. Untuk mencapai hal tersebut, ada dua aspek
yang diukur sebagai kesiapan, yaitu kemampuan dan kemauan/motivasi masyarakat. Kedua aspek ini
sangat krusial dalam bisnis pariwisata. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai upaya intervensi, terutama
melalui pemberdayaan untuk meningkatkan kesiapan masyarakat pesisir tersebut. Melalui upaya
pemberdayaan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, komitmen di kalangan
masyarakat untuk mengembangkan potensi yang ada di daerahnya sendiri. Proses pemberdayaan
berperan sangat penting dalam meningkatkan kemampuan individu untuk mendapatkan kontrol atas
lingkungan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan diri dan masyarakat, termasuk menciptakan
kesetaraan bagi masyarakat rentan (Boyadjieva & Trichkova, 2023; Dan, 2020; Edison et al., 2022;
Nair & Hamzah, 2015). Hal ini membutuhkan dukungan dari Pemerintah, terutama kebijakan yang
memungkinkan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pemberdayaan tersebut. Kebijakan seperti
itu memiliki implikasi terhadap anggaran pemberdayaan yang tentu menjadi tantangan sendiri bagi
pemerintah di daerah kabupaten sampai di kelurahan.

Pengembangan pariwisata di beberapa negara terbukti dapat mengurangi kemiskinan dengan
meningkatkan daya tarik dan kesadaran masyarakat akan potensi pariwisata, yang dapat dipromosikan
sebagai alat pengentasan kemiskinan yang cukup efektif (Folarin & Adeniyi, 2019). Demikian halnya
dengan pengembangan pariwisata di Indonesia dan wilayah pesisir khususnya dapat menjadi alat
pengentasan kemiskinan dimaksud. Dengan meningkatkan pengetahuan terkait pariwisata, kesadaran
tentang potensi dan manfaat pariwisata, antusiasme dan rasa kepemilikan masyarakat terhadap sumber
daya pariwisata (publik) sehingga semua pemangku kepentingan dapat berpartisipasi (Blackstock,
2005; Tasci et al., 2014). Pengalaman negara lain dapat menjadi rujukan bagi pemerintah Indonesia
dalam memodifikasi kebijakan tentang pengembangan masyarakat miskin di berbagai daerah melalui
bisnis pariwisata. Hal ini juga perlu didukung dengan kebijakan yang membatasi para pejabat di daerah
yang selama ini menjadi pelaku bisnis patiwisata sehingga mempersempit ruang bagi masyarakat lokal
dalam memanfaatkan potensi untuk segera keluar dari kemiskinan.

Pengembangan pariwisata pesisir dapat menggunakan pola pariwisata berbasis masyarakat.
Pariwisata berbasis masyarakat terbukti mampu memberikan kontribusi pendapatan bagi penduduk
lokal, diversifikasi ekonomi lokal, melestarikan budaya, melestarikan lingkungan dan memberikan
kesempatan pendidikan (Nair dan Hamzah, 2015), meningkatkan rasa kebersamaan dan semangat
kemasyarakatan serta kepercayaan diri secara umum (Boley et al., 2015; Dan, 2020; Stern &; Dillman,
2000). Pola seperti ini dapat meningkatkan nilai manfaat dari bisnis pariwisata dan memberi dampak
positif terhadap terciptanya pariwisata yang berkelanjutan. Menurut Schonherr (2023) bahwa
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pariwisata berkelanjutan adalah model pariwisata yang bertanggung jawab, terutama pariwisata yang
mengandung unsur regeneratif, ekowisata, pariwisata rendah karbon, atau pariwisata etis.

Pariwisata yang dikembangkan di wilayah pesisir diharapkan disesuaikan dengan konteks
alam dan masyarakat di wilayah setempat. Masyarakat pesisir yang selama ini sudah menyatu dengan
alam dan melindungi lingkungan dapat didorong agar meningkatkan praktek baik tersebut menjadi
salah satu gagasan penting yang menarik para wisatawan, terutama yang ingin mendalami praktek
hidup selaras alam. Dengan demikian, masyarakat lokal akan lebih cepat untuk menemukan rasa
percaya diri yang berpengaruh terhadap pengembangan kreativitas dan inovasi yang bersumber dari
kearifan lokal miliknya.

Kapasitas Masyarakat Pesisir dalam Mengembangkan Wisata Pesisir

Pengetahuan adalah salah satu elemen kapasitas yang mengacu pada segala sesuatu yang
diketahui mengenai hal tertentu (KKBI Daring I/, tt). Pengetahuan masyarakat dalam penelitian ini
difokuskan pada pemahaman masyarakat terkait pengelolaan pariwisata pantai menjadi tempat wisata.
Dalam hal ini, pengetahuan masyarakat pesisir tentang wisata pantai menjadi sangat krusial bahkan
berimplikasi langsung pada kemampuan mengidentifikasi dan menginisiasi pengembangan pantai
menjadi objek wisata yang menarik dan bernilai jual tinggi.

Di pihak lain, masyarakat yang memiliki kapasitas terbatas tentu tidak mampu
mengembangkan wisata pantai. Terutama masyarakat yang berpendidikan rendah dan miskin
cenderung memiliki keterbatasan akses terhadap sumber informasi dan pengetahuan, sehingga
wawasan dan pengetahuan tentang pengembangan wisata pantai pun relatif terbatas. Kondisi seperti
ini dialami oleh sebagian masyarakat pesisir di Desa Rukun Lima dan Desa Paupanda. Masyarakat di
wilayah desa tidak mampu mengakses pendidikan tinggi karena miskin. Dengan demikian,
pengetahuan dan wawasan tentang pengembangan potensi pun menjadi sangat minim.

Kondisi pendidikan masyarakat Desa Rukun Lima dan Paupanda yang relatif rendah
mempengaruhi kesiapan dan kemampuan mereka dalam mengembangkan wisata pantai. Masyarakat
lokal tidak memiliki inisiatif maupun motivasi untuk mengembangkan pantai di kawasan itu agar
menjadi tujuan wisata berbasis masyarakat. Padahal, pengembangan wisata pantai yang berkelanjutan
dan berbasis masyarakat dapat menciptakan kondisi untuk kesetaraan (de-marginalisasi) (Bellato &
Cheer, 2021; Garjan et al., 2023). Hal ini tidak dipahami oleh masyarakat setempat karena keterbatasan
kapasitas dan pengetahuan.

Masyarakat yang terlibat langsung atau subjek aktif dalam kegiatan pariwisata membutuhkan
pengetahuan yang mumpuni (Abdullah et al., 2022). Dalam hal ini, pengembangan pariwisata perlu
didukung oleh kapasitas dan kemampuan masyarakat sebab masyarakat tersebut menjadi subjek utama
untuk menentukan pembangunan bisnis yang berkelanjutan. Sementara masyarakat di Desa Rukun
Lima dan Paupanda belum mendapatkan pelatihan keterampilan atau kegiatan lain yang bertujuan
untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan tentang wisata pantai. Hal ini sangat berimplikasi
pada eksistensi masyarakat ketika pengembangan wisata pantai di wilayah tersebut dilakukan. Implikasi
lain pun akan muncul, dimana masyarakat setempat justru menjadi individu yang pasif karena tidak
memiliki pengetahuan yang cukup tentang wisata pantai. Hal ini merupakan tantangan bagi masyarakat
hampir di semua wilayah pesisir yang selama ini berjuang untuk keluar dari situasi kemiskian.

Dalam konteks pembangunan sosial, salah satu upaya penurunan kemiskinan antar
masyarakat atau wilayah ditempuh melalui mekanisme penguatan kapasitas masyarakat. Melalui
pemberdayaan, masyarakat didorong untuk berpartisipasi, mengembangkan kreativitas, dan inisiatif
untuk membangun kemandirian (Suyatno, 2003). Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa
masyarakat pesisir di wilayah tersebut umumnya memiliki kapasitas sumber daya manusia yang terbatas
dan tidak pernah dilibatkan dalam berbagai upaya pemberdayaan. Kapasitas yang terbatas seperti ini
mempengaruhi cara pandang mereka terhadap pantai yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak
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mendatangkan manfaat. Masyarakat setempat sering membuang sampah atau hajat di pantai itu saat
malam tiba. Fakta ini diperkuat dengan hasil pengamatan bahwa sampah dan kotoran manusia
berserakan di pantai. Kondisi seperti ini merupakan gambaran bahwa masyarakat di wilayah itu belum
memiliki kreativitas untuk mengelola potensi, sehingga membutuhkan upaya-upaya pemberdayaan.

Salah satu faktor pemicu kesiapan masyarakat dalam mengembangkan pariwisata pantai
adalah terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan pantai dan
mengelolanya menjadi tempat yang nyaman untuk pariwisata. Masyarakat pesisir yang memiliki
kapasitas yang terbatas akan memberikan efek domino yang signifikan terhadap kehidupan sosial yang
lebih luas. Di sisi lain, masyarakat yang terus terjebak dalam kemiskinan yang berkelanjutan di tengah
melimpahnya sumber daya dapat membentuk cara pandang baru terhadap kemiskin bahwa kondisi
demikian adalah wajar. Dalam konteks ini, kemiskinan adalah akar penyebab yang menghalangi orang
mengakses pendidikan berkualitas dan meiliki inisiatif untuk keluar dari kemiskinan. Seperti dikatakan
Soetomo (2011) bahwa masyarakat yang memiliki inisiatif tinggi akan mencapai kemajuan lebih cepat,
sedangkan masyarakat dengan inisiatif rendah akan tertinggal karena dinamika perkembangan
masyarakat seperti itu cenderung 'menunggu perintah' atau lebih bergantung pada pihak-pihak
tertentu.

Dalam konteks Desa Rukun Lima dan Desa Paupanda, masyarakat belum memiliki inisiatif
untuk mengembangkan pantai menjadi destinasi wisata. Secara historis, masyarakat di kedua desa
tersebut merupakan masyarakat agraris yang mengalami transisi mata pencaharian yang sebelumnya
bertani. Setelah hilangnya lahan pertanian akibat ekspansi perkotaan dan pemukiman masyarakat
tersebut pun bergantung sepenuhnya pada hasil tangkapan para suami. Kondisi seperti ini sangat
mempengaruhi kemampuan dan inisiatif masyarakat tersebut untuk mengelola potensi pantai menjadi
tempat wisata sebab dipandang sebagai hal yang baru. Hal ini setidaknya menjadi faktor yang
menyebabkan masyarakat lokal tidak memiliki kreativitas untuk mengembangkan wisata pantai dan
cenderung bergantung pada kemurahan alam (memancing) atau mengharapkan bantuan beras raskin
dari pemerintah.

Sebagian masyarakat Indonesia umumnya tidak mengetahui bahwa pariwisata kini
merupakan salah satu industri gaya baru yang dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi dengan
cepat, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup, selain mengaktifkan
sektor produksi lain di negara penerima wisata (Wahab, 1992). Hal ini juga menjadi temuan dalam
penelitian ini. Masyarakat di wilayah Rukun Lima dan Paupanda masih menganggap bahwa pantai
adalah tempat alami untuk bercanda di siang hari bagi anak-anak atau tempat bagi nelayan sederhana
untuk menambatkan perahu tradisional. Pandangan ini tercermin dari sikap sebagian masyarakat di
kawasan tersebut yang masih membuang sampah dan sampah rumah tangga atau kotoran lainnya ke
area pantai pada malam hari. Hal ini menyebabkan potensi pantai menjadi sangat kotor dan kehilangan
daya tariknya. Sikap ini merupakan gambaran kesadaran masyarakat akan keberadaan pantai sebagai
potensi industri gaya baru yang masih sangat minim.

Berdasarkan pembahasan temuan terkait kapasitas, kemampuan, dan sumber daya
masyarakat dalam pengembangan wisata pantai di Desa Rukun Lima dan Desa Paupanda, dapat
dipahami bahwa masyarakat di Desa Rukun Lima dan Desa Paupanda umumnya memiliki kapasitas
dan kemampuan yang rendah, terutama pengetahuan tentang wisata pantai. Kondisi sumber daya
manusia seperti ini sangat berpengaruh langsung terhadap kesiapan masyarakat di kawasan itu untuk
menginisiasi pengembangan pantai menjadi destinasi wisata pantai yang potensial dan menarik dalam
rangka peningkatan pendapatan keluarga. Hal ini setidaknya menjadi tantangan bagi masyarakat miskin
di daerah pesisir pada umumnya dalam mengidentifikasi, mengelola, dan memanfaatkan potensi alam,
jika pemberdayaan tidak dilakukan. Pantai yang alami dan eksotis di kawasan ini sewaktu-waktu tidak
dapat menjadi sumber pendapatan baru yang memungkinkan percepatan peningkatan pendapatan
masyarakat untuk cepat keluar dari kemiskinan jika tidak ada upaya pemberdayaan dari pemerintah
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dan pihak lain yang memiliki komitmen untuk melakukannya. Padahal, pendampingan masyarakat
pesisir berkelanjutan memberikan manfaat dalam penerapan konsep ekonomi biru, yang bertujuan
untuk meningkatkan solidaritas antar masyarakat dan memperkuat kesadaran terhadap lingkungan dan
budaya lokal (Hidayat et al., 2023).

Motivasi Masyarakat Pesisir dalam Mengembangkan Wisata Pesisir

Munculnya motivasi, kesadaran, dan inisiatif masyarakat dalam konteks pemberdayaan
seringkali ditentukan oleh hubungan antar masyarakat itu sendiri. Dalam masyarakat yang heterogen,
sering terjadi kegagalan dalam interaksi sosial, termasuk dalam menginisiasi pengembangan berbagai
potensi karena arogansi antar kelompok terkadang menyebabkan polarisasi yang berkepanjangan.
Bahkan, tidak jarang kegagalan interaksi menimbulkan ketidakpercayaan dan permusuhan antar
kelompok dalam masyarakat dan tidak jarang menimbulkan konflik (Satria, 2015). Secara anatomis,
konflik dalam masyarakat pesisir dapat dikategorikan berdasarkan faktor penyebab, antara lain konflik
kelas, konflik orientasi, konflik agraria, dan konflik primordial. Oleh karena itu, sebelum kegiatan
pemberdayaan dilaksanakan, adalah untuk menyamakan orientasi tentang konteks pemberdayaan yang
akan dilakukan sehingga semua pihak dapat menerima keberagaman di dalamnya (Soetomo, 2011).

Berdasarkan hasil wawancara dan FGD bahwa terdapat perbedaan pandangan antara
pemerintah dan masyarakat di daerah. Bagi pemerintah, potensi pantai merupakan kawasan hijau yang
tidak bisa diakses masyarakat, termasuk mengembangkan pariwisata. Di sisi masyarakat, pantai di
daerah tersebut adalah tempat hidup mereka, sehingga layak untuk dikembangkan seperti pantai Ria,
pantai lain di kelurahan lain dalam wilayah Kecamatan Ende Selatan. Dalam FGD tersebut juga
terdapat pernyataan sebagian masyarakat yang keberatan dengan pengembangan wisata pantai,
terutama warga yang tinggal di sepanjang tepi pantai karena merasa terancam direlokasi ke tempat lain.
Meskipun semuanya beragama Islam, secara genealogis masyarakat di daerah pesisir cukup heterogen.

Berhubungan dengan konsep yang diungkapkan oleh Satria dan Sutomo di atas, temuan ini
dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan orientasi mengenai pengelolaan pesisir di antara masyarakat
itu sendiri maupun antara masyarakat dan pemerintah di wilayah tersebut. Hal ini juga dapat dianalisis
sebagai konflik laten terkait kepemilikan pantai, yang setidaknya sangat mempengaruhi inisiatif dan
motivasi masyarakat, baik secara individu maupun masyarakat secara kolektif dalam mengembangkan
potensi wisata pantai di wilayah tersebut. Perbedaan orientasi tersebut semakin menimbulkan
pandangan skeptis di kalangan masyarakat pesisir terhadap keberadaan pantai, yang kemudian
mereproduksi sikap negatif, yaitu membuang sampah sembarangan di pantai. Situasi ini setidaknya
menyebabkan motivasi dan kesadaran masyarakat untuk mengembangkan wisata pantai di wilayah
tersebut menjadi sangat rendah.

Motivasi juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang. Orang yang
memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah umumnya kurang kreativitas dan motivasi rendah,
terutama motivasi untuk mengidentifikasi dan mengelola potensi. Menurut studi Glaesser (2022),
masyarakat yang kurang pendidikan dan pengetahuan relatif miskin. Orang-orang dalam kelompok
itu lebih sulit dan bahkan tidak memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi peluang dan potensi,
schingga mereka tidak dapat menyelesaikan berbagai masalah yang mereka hadapi setiap hari. Ini bisa
disebut lingkaran setan yang mencegah orang miskin keluar dari situasi miskin untuk mencapai
kemakmuran.

Sebaliknya, orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan mumpuni lebih mudah
mengidentifikasi berbagai potensi dan peluang. Menurut Purwowibowo et al. (2018) bahwa
pengetahuan dan keterampilan sangat linier dengan kemampuan masyarakat untuk menciptakan
peluang dan mengatasi hambatan. Dalam konteks masyarakat di Kelurahan Rukun Lima dan Paupanda
yang relatif kurang berpendidikan, mereka akan kesulitan dalam mengidentifikasi potensi wisata pantai
di daerah tersebut, termasuk tidak mampu menyelesaikan masalah perbedaan pandangan kepemilikan
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pantai dengan pemerintah. Ini adalah kondisi yang bermasalah dan dapat menjadi penyebab
kemiskinan berkelanjutan jika langkah-langkah pemberdayaan tidak diambil.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kapasitas masyarakat pesisir di Kelurahan Rukun Lima
dan Paupanda diperlukan kerjasama lintas sektoral, antara pemerintah, masyarakat dan otoritas lokal
(tokoh agama). Kemudian langkah pemberdayaan yang dilakukan adalah memberdayakan dengan
menyelenggarakan pelatihan bagi ibu rumah tangga dan kaum muda di kawasan itu, khususnya
keterampilan yang berkaitan dengan bisnis pariwisata. Melalui pelatihan dan penguatan kapasitas
keterampilan, masyarakat dapat memanfaatkan potensi wisata pantai untuk menjadi tujuan yang
menarik bagi pengunjung lokal maupun dari luar Kabupaten Ende. Hal ini sangat penting untuk
menyelesaikan masalah sosial di daerah itu, terutama pengangguran dan kemiskinan karena hal itu
dapat memicu berbagai masalah sosial yang tidak terduga.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan diskusi tentang kesiapan masyarakat dalam menginisiasi
pengembangan pariwisata di Desa Rukun Lima dan Paupanda disimpulkan bahwa masyarakat di
daerah tersebut belum memiliki kesiapan, baik dari segi kemampuan atau kapasitas maupun dari aspek
motivasi atau kemauan. Ada beberapa alasan yang menyebabkan rendahnya kesiapan masyarakat,
yaitu: 1) faktor kemiskinan masyarakat di desa Rukun Lima dan Paupanda yang menjadi penghalang
bagi masyarakat untuk mengakses sumber pengetahuan dan informasi; 2) Pengetahuan masyarakat
tentang wisata pantai masih sangat minim. Ini adalah dampak lebih lanjut dari rendahnya tingkat
pendidikan kebanyakan orang di wilayah itu. Faktor kemiskinan juga merupakan penyebab lain bagi
masyarakat kurang mampu untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi dan berkualitas; 3) Motivasi
dan inisiatif masyarakat dalam mengembangkan pantai menjadi objek wisata sangat rendah. Masih ada
perbedaan pandangan tentang status kepemilikan lahan di wilayah pesisir. Kondisi ini menyebabkan
masyarakat menjadi skeptis terhadap pantai dengan membuang sampah dan berbagai jenis sampah
rumah tangga, sehingga pantai kehilangan daya tariknya; 4) Belum ada upaya pemberdayaan atau
pendampingan masyarakat untuk membangkitkan motivasi dan inisiatif dalam mengembangkan wisata
pantai di wilayah tersebut. Hal ini penting sekaligus menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan
sampah yang terus menjadi benang kusut di Kabupaten Ende.

Berdasarkan temuan penelitian ini, maka direkomendasikan bahwa pemberdayaan kepada
masyarakat di wilayah-wilayah yang menjadi destinasi pariwisata menjadi sangat krusial. Demikian pula
dengan kebijakan tentang pengembangan masyarakat pesisir harus lebih holistik yang melibatkan para
akademisi dan stakeholder di wilayah setempat. Pemberdayaan dan kebijakan dimaksud sangat penting
sekaligus untuk meminimalisasi kemungkinan penguasaan wilayah bisnis oleh masyarakat dari luar
wilayah yang dapat berpotensi timbulnya berbagai konflik horisontal. Oleh sebab itu, kebijakan tentang
pengembangan pariwisata sangat dibutuhkan saat ini agar masyarakat lokal dapat berpartisipasi dalam
kegiatan itu. Masyarakat lokal harus menjadi subyek aktif dalam bisnis pariwisata di wilayahnya sendiri
sebab bukan tidak mungkin kemiskinan masyarakat setempat dapat dieksploitasi menjadi obyek
pariwisata kemiskinan.
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